
 

 

 

 

 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR 2 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 

TENTANG PAJAK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pembentukan dan 

susunan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah;  

  b.  bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan sosial dan ekonomi 

masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan 

kembali;   

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang  

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi 

Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3686) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 129, Tambahan Lembar Negara Ripublik Indonesia 

Nomor 3987); 

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3848) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3969); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4438);  

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 



telah diubah  beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang 

Tata cara penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari 

penjualan secara lelang dalam rangka penagihan pajak 

dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4050) ; 

12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4737); 

14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5161) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan 

Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh 

Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5179); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 

tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional 

yang tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 414);  

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 

tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasioal 

yang tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 415); 

 



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 

Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 8); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 
 

dan 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

 

MEMUTUSKAN : 

  

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG 

PAJAK DAERAH.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah 

diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2017 Nomor 8), diubah sebagai berikut: 

 

1. Penyebutan kata Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah diseluruh bagian Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2011 Nomor 6) diubah dan harus dibaca menjadi Badan 

Pendapatan Daerah. 

 

 



2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 16 

Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan sehingga ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. Tontonan film sebesar 15% (lima belas persen); 

b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% 

(sepuluh persen); 

c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh 

persen); 

d. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen); 

e. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh 

lima persen); 

f. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen); 

g. Permainan bilyar, boling sebesar 15% (lima belas persen); 

h. Pacuan kuda, balap kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan 

sebesar 20% (dua puluh persen); 

i. Panti pijat sebesar 25% (dua puluh lima persen); 

j. Refleksi sebesar 15% (lima belas persen); 

k. Mandi uap/spa sebesar 30% (tiga puluh persen); 

l. Pusat kebugaran (fitness center) sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 

m. Pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen); dan 

n. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dan sejenisnya yang 

bersifat insidentil sebesar 10% (sepuluh persen);  

 

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 18 

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap 

penyelenggaraan reklame. 

(2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. 

(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Reklame 

papan/billboard/videotron/megatron/bando/baliho/running 

teks/neon sign, neon box; 

b. Reklame kain; 

c. Reklame melekat, stiker; 

d. Reklame selebaran; 

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;  

f. Reklame udara; 

g. Reklame apung; 

h. Reklame suara; 

i. Reklame film / slide; dan   

j. Reklame peragaan. 

 

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 

(1a),  sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut : 

 

 

 



Pasal 37 

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.  

 

(1a) Besaran nilai Pajak Parkir untuk setiap jenis kendaraan sebagai 

berikut:  

a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,-

/kendaraan/1 x parkir; 

b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,-

/kendaraan/1 x parkir; 

c. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp. 3.000,-

/kendaraan/1 x parkir. 

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang 

diberikan kepada penerima jasa parkir. 

 

5. Ketentuan ayat (3) huruf a angka (5) dan huruf b Pasal 60 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 60 

(1) Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut 

pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

(2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

(3) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. Pemindahan hak karena : 

1. jual beli; 

2. tukar menukar; 

3. hibah; 

4. hibah wasiat; 

5. waris; 

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

8. penunjukan pembeli dalam lelang; 

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap; 

10. penggabungan usaha; 

11. peleburan usaha; 

12. pemekaran usaha; atau 

13. hadiah. 

b. Pemberian hak baru karena : 

1. kelanjutan pelepasan hak;  

2. atau di luar pelepasan hak. 

(4) Hak Atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. hak milik; 

b. hak guna usaha; 

c. hak guna bangunan; 

d. hak pakai; 

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan 



f. hak pengelolaan. 

(5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:  

a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan 

timbal balik;  

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk 

pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;   

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan 

tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;  

d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena 

perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; 

e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan 

f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan 

ibadah.  

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat. 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 

pada tanggal 10 Februari 2021 

              

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
                        

                      ttd 
 

             SAFRIAL 
 

Diundang di  Kuala Tungkal  

pada tanggal 10 Februari  2021 
  

               SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

                           ttd 
 

AGUS SANUSI 
 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021 

NOMOR 2 

 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG 

BARAT PROVINSI JAMBI :( 2-15/2021) 

 

 
                 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

         KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

 
 

                  

                H. ANGSORI, S.Ag., MH 

                NIP. 19700414 199803 1 006 



 

PENJELASAN ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

 

NOMOR 2 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 

TENTANG PAJAK DAERAH 

 

I. UMUM 

 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan telah 

mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2017, namun demikian dinamika permasalahan semakin 

berkembang sehingga diperlukan kesinergian dan harmonisasi dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan sederajat agar 

mampu menyelaraskan, menyesuaikan konsepsi sehingga Peraturan Daerah 

tersusun secara sistematis sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 

Sampai dengan saat ini Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di Daerah. Namun demikian ada beberapa ketentuan yang 

terdapat di dalam UU 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah 

belum terakomodir didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 

Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta dengan adanya 

perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terdapat beberapa 

perubahan substansi yang harus ditindaklanjuti dengan perubahan 

Peraturan Daerah. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah perlu dilakukan perubahan. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Ketentuan 1 

Cukup jelas. 

Ketentuan 2 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

 



 

Ketentuan 3 

Pasal 18 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

  Huruf a  

Yang dimaksud Reklame Papan atau Billboard adalah 

reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, 

termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, di pasang atau 

di gantungkan termasuk yang di gambar pada bangunan, 

halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, 

jembatan penyebrangan orang (JPO). 

 

Reklame Megatron, Videotron adalah reklame yang 

menggunakan layar monitor berupa program reklame atau 

iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna 

yang dapat di ubah- ubah, terprogram dan di fungsikan 

dengan tenaga listrik. 

 

Reklame Bando adalah reklame yang terbuat dari rangka 

besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan 

baik bersinar maupun yang disinari.  

 

Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan 

besi, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, di pasang 

menggunakan tiang besi atau bahan sejenisnya termasuk 

yang melekat pada bangunan. 

 

Reklame Teks Berjalan (Runningtext) adalah jenis reklame 

yang menayangkan naskah dan di atur secara elektronik.   

  

Reklame Neon Sign adalah jenis reklame yang di 

selenggarakan menggunakan kontruksi tertentu yang 

menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki 

rancangan atau design khusus yang mana media tersebut 

bentuknya bisa di kustomisasi seperti melengkung, lonjong, 

spiral atau huruf dengan mengedepankan aspekestetika 

serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai asesoris 

Kota.  

  

Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang di 

selenggarakan menggunakan kontruksi tertentu yang 

menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki 

rancangan atau design khusus dengan mengedepankan 

aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya 

sebagai asesoris Kota.  

 



  

Huruf b   

Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan 

dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, 

plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu, 

seperti bandir, umbul - umbul dan spanduk. 

 

 Huruf c  

Reklame Melekat (Sticker) adalah reklame yang 

berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara 

disebarkan, diberikan atau dapat di minta ditempelkan, 

di lekatkan, di pasang, di gantungkan pada suatu benda.  

 

 Huruf d  

Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk 

lembaran lepas, di selenggarakan dengan cara di 

sebarkan, di berikan atau dapat di minta dengan 

ketentuan tidak untuk di tempelkan, di lekatkan, di 

pasang, digantungkan pada suatu benda lain.  

 

 Huruf e  

Reklame Berjalan (pada Kendaraan) adalah Reklame yang 

di tempelkan pada Kendaraan. 

  

 Huruf f  

Reklame Udara adalah reklame yang di selenggarakan di 

udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain 

yang sejenis.  

 

 Huruf g  

Reklame Apung adalah reklame insidentil yang 

diselenggarakan di permukaan air atau di atas 

permukaan air, termasuk reklame di kapal dan 

pelampung.  

 

 Huruf h  

Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan 

dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau 

dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh 

perantaraan alat.  

  

 Huruf i  

Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang di 

selenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa 

kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang di 

proyeksikan dan/atau di peragakan pada layar atau 

benda lain atau di pancarkan dan/atau diperagakan.  

 

 

 



 

 Huruf j  

Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan 

dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau 

tanpa disertai suara. 

Ketentuan 4 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Ketentuan 5 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Ketentuan 6 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR 1 

 


